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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk wanprestasi pada akad mukhabarah yang dilakukan oleh 

masyarakat di Nagari Lubuk Malako yaitu; pertama, penarikan lahan secara 

sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, yang menunjukkan adanya 

pelanggaran terhadap kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak; Kedua, tidak mengembalikan benih tanaman yang dipinjam, 

yang merupakan bentuk wanprestasi terhadap kewajiban yang telah 

disepakati; Ketiga, pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan 

yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad, yang menunjukkan 

adanya ketidakadilan dan pelangaran terhadap kesepakatan. 

2. Faktor-faktor penyebab wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan akad 

mukhabarah di Nagari Lubuk Malako yaitu; pertama, faktor ekonomi, yang 

mempengaruhi kemampuan pemilik lahan dan penggarap untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati; Kedua, adanya 

kendala pada tanaman, seperti tanaman habis dimakan hama, dan unggas, 

yang dapat menyebabkan hasil panen tidak maksimal dan dapat 

mempengaruhi kemampuan penggarap dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban yang telah disepakati. 

3. Penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad mukhabarah di Nagari 

Lubuk Malako dilakukan secara nonlitigasi dengan cara ash-sulh 

(perdamaian), negosiasi, atau musyawarah antara kedua belah pihak. Para 

pihak yang terlibat dalam penyelesian sengketa ini hanyalah pihak pemilik 

lahan dan pihak penggarap lahan tersebut, dengan kata lain penyelesaian 

sengketa tersebut hanya dilakukan secara personal antara kedua belah 

pihak tanpa melibatkan pihak ketiga, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

saling menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.  
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5.2 Saran 

        Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran untuk masyarakat di Nagari Lubuk Malako agar meningkatkan 

kesadaran hukum dan membuat akad mukhabarah yang lebih jelas untuk 

menghindari sengketa. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa 

yang efektif juga perlu dilakukan untuk menangani sengketa yang mungkin 

timbul. Pendidikan dan pelatihan tentang hukum dan prinsip-prinsip akad 

mukhabarah perlu diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran hukum dan menghindari sengketa. Oleh karena itu, pelaksanaan 

akad mukhabarah dapat lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Penulis sarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam akad mukhabarah 

dapat mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan kendala alam dalam 

membuat kesepakatan. Peningkatan kemampuan ekonomi penggarap dan 

pemilik lahan juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko wanprestasi. 

Selain itu, pengembangan sistem pertanian dapat membantu mengurangi 

risiko kegagalan panen akibat kendala alam atau musuh tanaman lainnya. 

3. Penulis sarankan agar penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad 

mukhabarah di Nagari Lubuk Malako dapat dilakukan dengan lebih efektif 

dan efisien dengan memperkuat mekanisme nonlitigasi yang ada. 

Peningkatan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian 

sengketa untuk melakukan negosiasi dan musyawarah juga perlu 

dilakukan. Selain itu, pembentukan lembaga mediasi yang independen dan 

netral seperti, pemuka adat, pemuka agama dan perangkat nagari dapat 

membantu menyelesaikan sengketa dengan lebih adil dan efektif dan 

menggunakan dokumentasi tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang 

kuat. Oleh karena itu, hubungan baik antara pihak pemilik lahan dan 

penggarap dapat terjaga, dan konflik yang lebih luas dapat dihindari. 
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